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Penhal Himbauan

Yth. Ketua KPU Kota Mataram

di-
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram
berdasarkan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu melakukan
pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan sedang berlangsungnya Tahapan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum
Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perkilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024,

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 Tentang Pedoman
Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan ketentuan:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
a. Pasal 123 ayat (1), mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu
LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan
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Pemiu anggota DPR. DPD, Presiden dan VWakl Presuden serta DPRD

b Pasal 240 ayat (1) huruf k. mengatur bahwa Bakal calon anggota OFR. DPRD
Provins: dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara indones:a dan harus
memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagal kepala daerah. wakl kepzia
daerah. aparatur sipl negara. anggota Tentara Nasiona! Indonesia. anggo'a
Kepolisian Negara Republk Indonesia. direksi komesaris. dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha miik daerah
atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. yang
dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat d#ank kembali

2 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, Pasal 17 mengatur bahwa Pengurus

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2). tdak

boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan

merupakan anggota salah satu partai politik.

C. Sehubungan dengan ketentuan di atas, untuk kelancaran pelaksanaan Sub Tahapan
Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggoia DPRD Kota
Mataram, Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram, agar-

1. Mencermati dokumen bakal calon anggota DPRD kota Mataram dengan nama
(tedampir) terkait dengan status pekerjaannya;

2. Memastikan bahwa surat keputusan pemberhentian atas pengunduran din telah
dilampirkan sebagai syarat calon;

3. Memastikan surat pengajuan pengunduran diri telah dilampirkan dan
ditandatangani oleh bakal calon;

4. Memastikan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengajuan pengunduran diri telah dilampirkan;

5. Berpedoman pada peraturan pada keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 terkait
hal diatas.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerfjasamanya diucapkan
terima kasih.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.
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Data Bakal Calon dengan Riwayat Pekerjaan Kepala Lingkungan se-Kota Mataram
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